BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
: NOMOR 4 TAHUN 2018
' "~ TENTANG l o

PEMIBEIilDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL
T | b '

]
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
o BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :a. bahwa. koperasi, usaha mikro da'p kecil sebagai s:alah satu

pe}aku. pembangunan'’ ekonomi! “memiliki peran dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; |

: b. bahwa  dalam up'aya meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat Iyang ingin diWujud.kar} melalui ketahanan serta
kemandirian ekonomi, koperasi, usahd mikro dan kecil di
Kabupat;en Bolaang Mongondow perlu diberdayakan;

E, bahw& dalam melaksanakan pemberdavaan koperasi, usaha
m1kro, kecil dan menengah, diperlukan landasan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperas'i, Usaha
Mikro dan Kecil; | | '
| '

Mengingat : 1., Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesm Tahun 1945; S

2. UndangﬂUndang Nomor 29 ' Tahun 1959 tentang

R S NEe .

. Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahqn Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor

b

1822); g




Undang-Undang Nomor 25l Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lemlljaran Negara'Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502); .
Undang~Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Rf:|publik Indonesia Nomor 4866); | b
Undang-Undang Nomor 12 Tahup 2011 ltentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan '(Lembaran
Negatd Republik Indonesia 'I:-'ahun 2011 Nomor 82,
Ta,mbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5234); . :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembafan Negara Repubhk Indonesia
Tahun '2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah
beberapa kali ‘terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 'tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
38, ’I‘ambahan Lembaran Negara' Repubhk Indonesm Nomor
5679); | | l

Peraturan Pemerintah Nomor 1’7 Tahun 2013 tentang

' Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha ankro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, . Tambahan

% Lembaran Negara Repubhk Indonésia Nomor 5404)

Peraturan Men‘ﬁerl Dalém Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pen?.bpntukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Déngan Persetujuan Bersama, ,
. | | \ I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
' ~ dan , it
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

! !

g



MEMUTUSKAN:
y |
Menét'apkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI,
: USAHA MIKRO DAN KECIL. i

BAB I

i KETENTUAN UMUM
i ! " |

Pasal 1 ' |

1
; I ; ' I

1
I I
1 ]

Dalam Peraturan Daerah ini, ya|ng dimaksuld dengan:

' 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bupati adalah ﬁupaﬁ Bolaang Mongondow. .

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi Koperas1 Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah. - S '

5. Koperasi adalah badan wusaha yax'pg' beranggotakan orang '
perseorangan 'atai_l1 badan hukurﬁ koperasi dengan' melandaskan
kegxatannya berdasarkan prinsip koperasa sekaligus sebageu gerakan

| ekonorm rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

6. Kemitraan adalah kerjasama dalam ' keterkaltan usaha, baik

‘ langsung rnaupun tidak langsung, atas dasar prihsip saling
memerlukan, mempercay.lai, memperkuat, dan menguntungkan yang
melibatkan pelaku Usaﬂa'Mikro, Kelcil, dan Menengah dengan Usaha

|l|‘

Besar. !
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan '
dan/atau badan usaha perorangan yang memenum krlterla yang
diatur dalam peraturan perundang- undangan ‘

8. Usaha Kecil adalah usPha ekonomi produktif yang berdm sendiri,
yang dllakukan oleh orang perotangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak pemsahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dlkuasal atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
mempnuhl knterla usaha kecil sebagaimana diatur dalam pcraturan
pemndang undangan

;9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdlrl
o sendm, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakanlanak perusahaan atau cabang perusahaan

I ' | i i ' ' v
| Y
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15.

10.

11.

132,

13.

yang dimiliki, dlkuasau atau menJad1 baglan baJk langsung maupun
tidak langsung deng,an Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah
1kekayaan bersm atau hasil, penjualan tahunan sebagalmana diatur
dalam pcraturan perundang- undangan

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktlf yang dilakukan oleh
badan usaha dengan Jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih beslarl dari Usaha Me'nengah, vang meliputi usaha
nasional milik ncgaralatau ‘swasta, usaha patungan, dan usaha
asing yang melakukan kegiatan ekonom1 di Daerah.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah
dan Usaha Besar yang melakukan keglatah ekonomi di IDaerah.
Pemberdayaan ';etdalah upaya penumbﬁha@ iklim dan pengembangan
,usgha 'terhadaé;l{operasi, Usaha Mikro ‘dan Usaha Kecil sehingga
mampu tumbuhz dan- berkembang menja(:ii usaha yang tangguh dan
mandiri. ; . |
.Penda:mpmgan adalah upaya vang dilakukan Pe meuntah Daerah,
masyarakat dan’ Duma }Jbaha d'alam bentuk pemberian bimbingan,
arahan yang ber81fart t;ﬁknis serta motivasi kepada pelaku Usaha
Mikro dan Usaha Kec11 yang secara teknis dilaksanakan oleh
pendamping yfang ‘berkompeten  dibidangnya, mulai dari

merencanakan keglatan mengajukan perkuatan permodalan dan

' terutama sekali pada saat mengg'unakan atau memanfaatkan dana

14.

16.

perkuatan tqrsebut dan juga pengembangan usaha, baik segi
penmgkatan Jumllah produksi, ! penmgkatan kualitas serta
kemudahan ekspa'nsi pemasaran, sehmgga ywsaha yang d1ber1
Pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal. _
Pembiayaan adalah' penyediaan dana oleh’ Pemerintah Pusat,
Pemer?'ntah Provinsi, IPemeri:rltah Daerah, . Dunia Uséha, dan
masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan
mempierkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
Iklim Usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan
pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian (ldhm kesempqtan
berusaha dan rnengembangkan usahanya. | *

Pelaku Usaha adalah setiap orang perérangan atau badan‘usaha,
baik yang berbentuk badan hui{um maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonema baik sendm maupun

bersama—sama melaluj perjanjian menyelenggarakcm .berbagai

L4 |
o

keglatan usaha dalam bidang ekonomi.
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7.Anggaran Pendapatan dan ' Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditétapkan dengarl 'Pf:raturan Daerah.

18. Jaringan Usaha -adalah kumpulan usaha yang berada dalam

industry yang sama atau bérbeda yang memiliki keterkaitan satu

sama lain da_m kepentingan yang sama. ' . C

19. Lembaga Penjaminan Kredit Daerah -adalé}h perusahaan milik Daerah .

yang bergerak. di ‘bidang keuangan dengan kegiatan. usaha pokok

melakukan penjaminan.

I 1
i
1

) | Pasal 2 o 8

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan

b
a
b

c
d
g

£

g. kemandirian;, - I

h
1.

Pemberdayaan Koper'asi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertujuan:

erdasarkan asas: -
o (-
. kekeluargaan;

. demokrasi ekonomi; !
I}

. kebersamaan; . ’ I

+

. efisiensi berkeadi"ian; _ ' ' '

. berkelanjutan; |

' berwawasan lingkungan; '
F ' = ‘

. keseimbhngan kemajuan; dan, '

kesatuan ekonomi rfaasional. '

Pasal 3 '

- L ; ; '
. a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya

‘b

menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
‘menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi, Usaha

Mikro dan Usaha Kecil me‘njadi usaha yang tangguh dan mandiri;

c. meningkatkan peran Képerasi, Usaha Mikro dan UsaBa Kecil d;ﬂam'

pembangunan ' Daerah, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan

ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
‘ |
|

. Pasal 4 '

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil didasarkan pada
| :

prinsip: | . , . ¥ -

a

A

. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan

. :
Koperasi, 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk berkarya atas prakarsa

sendiri; - ;

! | ‘ I i

i
i
% § I
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'
|

b. pengembangan usaha berbasns potensi Daefrah dan berorientasi pasar '
sesuai dengan kompeten31 usaha Kopera31 Usaha Mikro dan Usaha
Kecil dilakukan secara demokratis; .' |

& ﬁleningkatkan daya saing usaha Kopér‘asi, Usaha Mikro dan Usaha
Kecil; dan _ | "
d. penyelqnggafaan berencanaan, 'pelaksanaap, dan pengendéiian secara
t'erf)adu: ' 1
: © [ !

||-I|

|
' BAB II
PE'MBERDAYAAN KOPERASI

1 ‘ l
Bagian Kesatu

., Umum
[

e : ‘Pasal 5

! |

1 i

(1) Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh . Pemerintah Daerah,
masyarakat Dunia Usaha.
(2) Pembérdayaan Kopera& oleh Pemerintah Daerah sebagalmana

: dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.

(3) Pelaksangan pemberdayaan selain yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
berkoordinasi dengan Din‘as. i P § 4 b

(4) I;{etentuan lebi}'; lanjut mengenai tata cara dan bentuk koPrdinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

. Pasal 6 !
(1) Pemberdayaah Kopefasi dapat dilaksanakan melalui fasilitasi:

| !
a. pendanaan; ‘ _ )

B sarana dan prasarana,
c. informasi usaha;
d. kemitraan; . ' ;
é. berizinan; ; ' "
L kesiempatan berusaha; -
g. promosi usaha; dan '
., h.dukungan ke‘lembag'aaﬁ | ‘
(2) Dalam hal Koperasi menyalahgunakan fasilitasi pemberdayaan yang
diterimanya; pembci‘davaan- 'pada vang bersangkutan dapat

dihentikan atau dlallhkan kapada Kopera31 lain.

<



|

(3) Ketentuan mengenal tata cara Pemberdayaan Koperasi Sebagzumana
dlmaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

v ; '

' ~ Bagian Kedua
K Pendanaan
L,
4y Pasal 7
Pemberdayaan Kopérasi :rnelalui' fasilitasi pendanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasiil 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk: |
a. memperluas sumber pendanaam1 dan memfasilitasi hoperasu dalam

mengakses kredit perbankan dan Iembaga keuangan bukan bank

b. mempermudah* akses pemblayaan bag1 Koperasz
€ mem'ber;kan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat,
tepat, murah dan tidﬁk diskriminatif dalam pelgyanan yang diberikan

'kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan .

d. membaﬁltu para pelaku Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa

produk ! keuangan lamnya yang dlsedlakan oleh perbankan dan

lf;mbagé keuangan bukan bank, bauk vang menggunakan sistem

konvensional maupun sistem syariah.

| . ‘
| | | i -

E , . Bagian Ketiga

)
' Sarana dan Prasarana

Pasal 8 I

Pemberda'yaan Koperasi melalui fasilitasi sarana dan prasarana

sebagmmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1] huruf b dlmaksudkan
untuk menyedlakan prasarana umum yang dapat mendorong dan
mez‘lgembangkan pertu:lmbuhan Koperasi.

, | v . |

IBagian Keempat . | \
Informasi Usaha
) |
L . ' 'Pasal 9
Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi informasi usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 %a.yat (1) l'}llinufc dimaksudkan untuk:
a. membentuk dan mem'permudqh perr:lanfaatan bank data dan jaringan

' ' . . . . ! g ) - -
informasi bisnis -kopera51 yang terintegrasi, perluasan jaringan

informasi bisnis bag1 pengembangan Koperasi dan.

!



(3} Ketentuan mengenai tata cara 'Pemberdayaan Koperasi sebagaimana

dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
. o N
Bagian Kedua
Pendanaan

‘Pasal 7 '|

Pemberdayaan Koperellsi melalui faéilita& pendanaan qebageumana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dlmaksudkdn untuk:,

a.

memperluas sumber pendanaan dan memfasxhtam Koperasi dalam

mengakses kred1t perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

y mempermudah akses pembiayaan bagi Koper331 ;

metmberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat,
tepat, munrah dan t1da,k diskr1m1nat1f dalam pelayanan yang diberikan

kepada Koperasi ses‘um dengan ketentuan peraturan perundang-

|

undangan; dan ,+ *

. membantu para ﬂelaku ‘Koperasi mendapatkan pembiayaan dan ja'sa

Jproduk keuangan Jainnya yang Iciisediakarll oleh perbémkan dan

lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem

konvensmnal thaupun smtem Syarlah y
‘ I
ll.

' Bagian Ketiga . ' ,
Sarana dan Prasarana '

I

Pasal 8

l?Pemberda'yaan Koperasi melalui fasilitasi sarana dan prasarana
4 '

_'sebagaiména dimakqud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan

untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan

| :
mengembangkan pertumbuhan Koperasi. p . ow *

i

' i L]

Bagian Keempat
Informasi Usaha

" ' Pasal 9 . &

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi informasi usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat. (1) huruf ¢ dimaksudkan untuk:

a. membentuk dan mempermudéh pemanfaatan bank d‘a‘ta-dan jaringan

informasi ,bisnis koperasi yang terintegrasi, perlua$an jaringan
infoi‘maﬁsi bisnis bagi pengembangan Koperasi; dan "



b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenal pasar,
sumber pembiayaan, komodltas, penjaminan, desain dan teknologi,
serta kualitas produk barang/jasa agar dagat diakses Koperasi.

' Bagian Kelima : ;

' Kemitraan
_ ; Pasal 10

Pembérdajfaan Kopeérasi melalm | fasilitasi Kemitraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasdl 61 aydt (1) hurui‘d dimaksudkan untuk:

a. dapat melakukan kerjésama usaha antara Koperasi dengan pihak lain

dalam bentuk kemitraén berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling

membutuhkan, mcmperkuat dan saling menguntungkan l

b mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di
Daerah yang d1laksanakan atas dasar penerapan etika blSIllS yang

}
dllandaSL kejujuran, kepercayaan komumkam vang terbuka, keadilan

dan keseimbangan, 'I.
c. mendorong t.erjadinya hubungan Kemitrahn yaﬁg ,saling
menguﬂtungkan dalam pelak§anaan transaksi usaha KOpérasi dengan
Dunia Usaha, dan ' | | |
d. mengerlnbangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi. tawar

: Kopera31 ". .

1 [
- Baglan Keenam

I Per1zman ot i

' Pasal 11
Pemberdayaan Koperasi mel@l‘ui fasilitasi perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ dimaksudkan untuk
memberilglan kern,wdahah bagi Koperasi dalam melakukan pengesahan

akta pendirian/ mempcroleﬁ status badan hukum dan izin usah'a.

, A ,  Bagian Ketujuh
. , Kesempatan Berusaha
| | ' o
: Pasal 12
| Pemberdayaan Koperasi melalm kesempatah berusaha sebagaimana
1 i d1maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dlmaksudkan untuk:

I
i ; ' I




a. menentukan peruntukan tempat usaha ,yang meliputi pemberian

lokasi di pasar, fuang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi
lainnya bagi Koperas1, '
b. mendorong kepada usaha besar untuk memedlakan rudng tempat

usaha kepada koperasi; dan 1 |

c. memprioritaskan bldapg kegl.atan ekonomi yang hanya dapat dikelola

p bt
oleh koperasi SCSU&I dengan peraturan perundang-undangan.

' +

Bagian Kedelapan
" Promosi Usgha
']

s |
¢ ' Pasal 13 A

i I

Pemberdayaan Kopf:raSJf melalui promos1 usaha Sebaommana dlmaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk membantu

mempromosﬂcan dan meningkatkan pemasaran 'produk deerasi di

tingkat regional, nasional dan intemasional.
I " ]

1
'
' '

i ' ) Bagian Kesembilan

| i Dukungan Kelembagaan

| .
| Pasal 14 ro LI

4 ) '
I

Pemberdayaan Koperasi melalui promosi ugaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h’ dimaksudkan untuk memfasilitasi
I

terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
X |
| ' .
: , - BABIII . il . =
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
, .

' Bagian'Kesatu
| ' Umum ' l

- Pasal 15 ;
(1), Pemberdayaan’ :Usahé Mikro dan Usaha. Kecil dilaksanakan oleh
' |

Pemerintah Daerah, masyarak@.t dan Dunia Usaha,
(2) Pemberdayaan Usaha MlkI‘O’ dan Usaha Kecil oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana d1maksiud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

i

Dinas. ! '



ittt Sl sl s ek il

(3) Pelaksanaan pemberdéwéan elafn yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Sb?jagalmana dimaksud pada ayat (1), wajib
berkoordinasi dengan Dma%

(4) Ketentuan lebih ;’lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordindsi

sebagaimana dimh}gsud pada ayat (3) diatur dalam PeraturaniBupati.
- i
. ) » Pasal 16 , .
' . 1 )
Pemberdayaan Usaha Mikro dan'Usaha Kecil dapat dilakukan melalui

fasilitasi: i _ |

a! kelembagaan' |

b. pengembangan usaha;‘ \

C. Kemitrd'an; dan '

$1 Perizingn.

,' I [
Bagian Kedua

Fasili‘pa‘si Kelembagaan - P

o ' Pasal 17 ‘ '

(1) Pembexjdayaan Usaha Mikro' dan Usaha Kecil, melalui fasilitasi
kelembagaan sebagaimana | dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
dllaksanakan dpngan pembentukan Koperasi, Sentra, Klaster, dan

| f

[N}

Kelompok

(2) Pemerintah Daerah memfa3111ta51 Pembentukan Ropelam, Sentra,
Klaster, dan Kelompok sebagdimana dimaksud pada aya; (1).

(?i) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sentrat Klaster, dan
Kelompok sebageuma_lna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] diatur
dalaméPeraturan Bupati. | '

Y |

. . . Pasal 18 I

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Usaha
Kecil yang terhimpun'dalam kéfembagéan I'{Operasi:

|(2) Tata cara pembentukan pengur'us, 'badan hukum, pelaporan,
pertanggung]awaban dllaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan

(3) Pemerintah Daerah memfasﬂltam Kopera81 Usaha Mikro dan Usaha
Kecil untuk melakukan kegiatan usaHa dan melakukan Kemitraan
dengan Usaha Menéngéh, Usaha Besar di Daerah, Badan Usaha

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.



(4)

(1)

(1)

(2)

Pemerintah Dac;‘ah memberikan insentif paiak Daerah dan retribi;si
Daerah serta penghargaam kepada Koperasi Usaha Mikro: dan Usaha
Kecil yang berhasﬂ menjalankan usaha perkoperasian yang turut
mqndukung pemngkatan pendapatan Daerah:!

Ketentuan mengenax tata cara pemlalan pcmbendn insentif pajak
Daerah dan, retnbu51 Daerah serta penghdrg,ddn sebagaxmana

dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

|
I

| , | Pasal 19 '

Pernbfbnmkan Sentra Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan memperhatikan potensi
yang ada. | ‘
Sentra Usaha Mikro dan Usaha Ketil ' dibehtuk ‘ der‘lgan'
memperhatikan peruntukan kawasan, ¢aya dukung lingkungan dan
nilai sosie.d budaya setempat.

Pemerintah Daerah menyediélkan sarana dan prasarana pemasaran
untuk Sentra Usaha Mikro dan Usaha Kecil. '

Pemerintah Dderah mendorong Badan Usaha Milik. Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Usaha Besar, dan Usaha Menengah di Daerah
untuk berperan dalam upaya pembinaan Sentra Usaha Mikro dan

Usaha Kécil. | i«

[
f "

? | Pasal 20 ' ' .
Pembentukan Klaster sebagaimana dlmaksud dalam Pasal'17 terdiri
dari berbagmig;ugus usaha yang saling bex;kaltan satu sama lain yang
bers1fat lintas Kecamatan '

Pernbentukan Klaster seba,galmana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan padai keglatafl Usaha M1kro dan Usaha Kecil yang

'menghasilkan produk unggiilan Daerah yang telah menjadi karakter

. khas Daerah. ' |

(3)

(1)

Pemerintah Daerah mendorang Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik' Daerah, dan Usaha Besar di Daerah untuk berperan

dalam upaya pembinaan Klaster.

Pasal 21 . ‘ Yy
Pembentukan Kclompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil s¢bagaimana
dimaksud Pasal 17, berbasis industri d‘an pengolahan, kerajinan,

perdagangan dan kegiatan usaha lainnya 'pada sentra atali;klaster.



(2)

4 i
i

Kelomplok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana .dimaksud
i i

pada ayat (1) memiliki susunan pengurus dan keanggotaan' yang

dipilih dan diangkat dari kalangan pelaku Usaha Mikro dém Usaha

Kecil. i

4 Bagian Ketiga -
Fasilitasi Pengembangan Usaha

| ‘
. 'Paragraf 1

; ' Umum : '

|
Pasal 22

Pemberdayaan Usaha Mikro 'dan Usaha Kécil melalui Fasilitasi

pengembangan uéaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, huruf b

dilakukanidalam bidang:

a. produksi dan pengolahan;

|
b) pémasaran; b |

& sumber daya manusia; dan

d. desam dan teknologi.

(1)

(2)

| i

Pasal 23 |

'Fasilitasi pengembangan usaha dalam«‘ bidang prodluksi dan

pengolahan sebagajmgna dimaksud dalamPasal 22 huruf a meliputi

upaya : ;

a peningkatan teknlk produf(m dan pengolahan serta kemampuan
manajemen bagl Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

b. pemberian kemudahan ‘dalam pengadaan sarzir;a dan prasarana,
prdduksi d‘aﬁ péhgola‘han, bahan baku, bahan penolong, dan
kemasan bagi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan

& mendorong penerapan standar13331 dalam proses produksi dan

pengolahan i . I : o

Peningkatan teknik prodﬁksi dan pengo1ahan serta kemampuan
manajemen bagi-UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dllakukan melalui: | '

a. pendhdlkan, peIatlhan, dan magang di t1ngka{ Daerah, provinsi,

nasional dan luar negen |
b. Pendampingan oleh tenaga profesional; dan

c. program dan ke:g'iatan lain yang berhubungan dengan peningkatan
' I

teknik produksi dan, pe'lhgo'lahan. ‘
:l i

L G
)

i



|
E g Pasal 24 .

( 1) Fasmtam peng‘embangan usdha: dalam bidang pemasaran
sebagaJm'ana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan
cara: i
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian péma'sarani; oot

b. menye}parluaskaﬁ informasi pasar; .

c. meningkatkan kemampuar’1 rﬁanajemen dan teknik pemasaran;

d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan
uji- coba pasar lembaga pemasaran, penyedlaan rurnah dagang,
dan pI‘OanSl Usaha Mikro dan Kecil;

e. membemkan dukungan promosi produk,' Jarmgan pcrnasaran dan
d1étnbus1 o |

f. mf;nycdlakan 'tetnaga konsultan profesional, dalam bidang
‘ pemasaran; ddn ' I

g. m{::ndorong terbangunnya pemasarén antar de{erah" dan ekspor.

(2) Untlik mentl:lprong terbangunnya pemasaran antar daerah dan
ekspor sebagaimana,dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah
Daerah secara dapat mengikutsertakan' pelaku Usaha Mikro dan
Usaha Kec1l pada k¢g1atan i L ; |

a pameran dalam riegeri; IR ‘
b. pameran lua{ negeri; ! | ’
c. workshop dan kegiatan ilmiah pemasaran;
d. penjajagan'kemitraan nasional dan luar negeri; dan
e. kegiatan ' lain yang berhubgqgan dengan pengembangan

pemasaran.

Pasal 25 . | '

(1) Fasilitasi pengembéngaﬁ usaha dalam bidang sumber daya manusia
sebagaimana .-dimlaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan
cara: | '

a. memasyarakatkan dan membudayaka,n kewirausahaan;

I
1l

b. memngkatkan keterampﬂan teknis dan manajerlal

c. membentuk: dan menge‘mbangkan lembaga pendidikan dan
pelatlhan untuk melakukan pend1d1kan pelatihan, -penyuluhan,
motivasi dan: krpatlifltas blSI‘llS dan penciptaan wirausaha baru;
dan X 6y

d. memberikan; pengi.'largaaﬁ kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha

Kecil yang stikses menjalankan usaha. P | '



] :
| ' i A i i ' ! "

(2) Pembiayaan pelndidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang
h ) ¢
berhuburigan dengan upaya. peningkat kualitas sumber daya
manusia Usaha Mikro dan' Usaha Kecil dapat dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja Daerah. .

, ' Pasal 26 . |
Fasxhtasl pengembangan dalam bidang desain d|an teknologi
sepagalmana dlmaksud dalam Pasal 22 huruf d, d11akukar1 .dengan:
‘ |a menmgkatkan kemampuan di bidang desain dan tcknologl serta
pengendahan mutu, |
b. menmgkatkan kexjasama dan alih teknolog1,
c. meningkatkan' kemampuan Usaha Mikro Han Usaha Kecil d1 bidang
 penelitian yntuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro dan Usaha' Kecil yang
mengembangkan tekﬁologi darlllmelestérikalm lingku'ngan hidup; dan
e. mendorong Usaha Mikro dan, Usaha Ketil untuk memperoleh sertifikat

]

hak atas kekayaan intelektual.

~ Paragraf 2

Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pasal 27 ‘
(1) Pelaksanaan’ Iiéngcmbangan usaha di'lakllﬂkan oleh Dunia Usaha dan

masyarakat. 1 ' '.

(2) Pengembangari usaha oleh Dunia Usaha sebagaiména. dimaksud

pada ayat (1)' -dilakukan oleh Us_aha: Besar serta Usaha yang

bersangkutan. ' . | A

(3) Usaha Besar ' sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan
i pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan prlontas

a. keterkaitan usaha o E=

o

) potensx produk31 barangdan jasa pada pasar domestik;
c. produksi dan penye(haan kebutuhan pokok;
d. produk yang mem1hk1 potensi ekspor;
. e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing; .
f. potensi menda}'ragunakan pénglembangan teknologi; dan /zatau
g. potensi dalam penunjbuhan wirausaha baru. |
(4) Usaha' Mlkro dan Usaha Kec1l sebagalmana dimaksud ayat (2)
melakukan pengembangan usaha dengan:

]
a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;



o

. melakukan usaha secara efisien;
1

mengembangkan inovasi dan peluang ﬁasar;

]
1

. memperluas akses pemasaran,; ,

a0

& memanfaatkah teknologi;
s menmgkatkan kualitas produk dan/ atau
g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
(5) Pengembangan usaha o‘leh masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan, dengan. ‘
a. mernprioritasliian penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha
' Mikro dan Usaha Kecil; ! »
" b. menciptakan wirausahe'l baru; :
C. birnbli:.ngan teknis dani manajerial; dan /atau‘
d.‘'melakukan konsultasi dan.Pendampingan. '

| '
; o Bagian Keémpat
' . Kemitraan
: Pasal 28
Untuk rnelaksanakan Pemberdayaan 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil
melalui fasﬂlta31 Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf ¢, Usaha Mikro dalm‘ Usaha Kecil dapatI m¢lakuk(an' kgrjasama,
usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Menengah dan Usaha
Besar. - : :

Pasal 29 |
(1) Kermtraan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 28, mencakup proses
alih keterampllan bldang produksi dan pengolahan, pemasaran,
permodalan sumber dgya manusia, dan teknologi sesuai dengan
pola Ken;utraan | '

' (2) Pola Kemltraan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mehputl
‘a, inti plasma; .
b. su:bkontrak;
C. wa'ralaba; I :
d. perdagangan umurh; ' ' '
e. distribusi dan keagenan; ' |
f. bagi hasil; o .

, g. kerja sama opera:sional; | , b
h. usaha patun‘_gan;

1. pcnyumberluéran; dan



j. bentuk kemitraan flairinya .

'(3) Pola Kemitraan sebagalmana dlmaksud pada avat (2) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan pegaturan pcrundang undangan.

| I
|ls'

Pasal 30

(1) Dalam pelaksanaané Kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 28,
Usaha Menengah dan / atau Usaha Besar dilarang memiliki dan / atau
menguasai Usaha M}kro dan Usaha Keécil mitra usahanya.

(2) Pemerintah Daenah mendorbng Usaha Menengah dan Usaha Besar
yang menja,lankan keg;atan perdagangan berupa pusat perbelajaan

dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro

dan Usaha Kecil di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah
1 .
yang mer'}ja_lankan kegiatan Industri untuk menerima bahan baku

atau bahan olahan yang berasal dan Usah Mikro dan Usaha Kecil di

Daerah

P?sbl 31

Untuk rhelaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

Perherintah Daerah berperan dalam: ,

a. penyediaan data dan informasi pélaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

b. pengembarllgan prqyek percontoh'an kemitraan;

C. memfa81l1ta81 dukungan kebljakan dan
d. melakukan koordinasi
pelaksanaan, , pemantauan, evaluasi

te{‘hadap pelaksanaan I&emltraan

B:clgian Kelima

Lo Perizinan

Paragraf 1

]
., Umum'
1 ' [ !

|
: ] Pasal 32

Pembérdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui fasilitasi perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dalam

bentuk: '

a.'penyederhanaan tata cara perizinan;

g «

penvu sunan kebljakan

dan

|

" program

serta pengendalian umum



Illl

b. keringanan biaya pcnzman, ‘dan |

c. pemberian 1nf0rmas1ilzm usaha.

. : | .
 Paragraf 2 ; -
Peny'tadei‘hanaaﬂ Tata Cara Perizinan
: | ,' y
. ' Pasal 33
(1) I*l“asilitasi perizinan da_leli.m bentuk penyederhanaan talta cara, perizinan
sebagaimana dimak§ud- dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan
dengan upenyelenggarqan 'pelayanan terpadu satu pintu oleh
~Pemermtah Daerah.
(2)rPenyelenggaraan pelayanan terpadu: satu pintu sebagaimana
‘dimaksud' pad‘a ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan
tata cara pelayanan dan jenisg perizinan.

} i [} i
I P B
I

. Pasal 34 ! !
Penyederhanaan tata cara pelayanelm dan jenis perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

a. percepatan waktu proses pertyelesaian pelayanan tidak melebihi
standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan: perundang-
undangan; S : . , i

b. kcpastian'biaya peiayanan 1 ' ‘

G kejélasan prosedur p¢layanan Vang dapat ditelusurii pada setiap
tahapan proses perizinan;

d. mengurangl berkas kelengkapan permoho'nan perizinanlyan,g sama
untuk 2 (dua atau lebih permohonan izin; y -

e menghapus jenis perlzman tertentu;.dan/atau

f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang blerkaitan

dengan penyelenggaraan pelayanan. , ' |

L)
i ]
| 1
i

! I ; Paragraf 3 |

Keringanan Biaya Perizinan
, Pasal 35 n
(1) Fasilitasi perizinan dalam bentuk keringanan biaya perizinan
sebagairnané dimaksud dalam 'Pasal 32 huruf b, dilaksanakan
dengan Pemerlntah Daerah membebaskan blava perizinan kepada
Usaha Mikro dan memberikan keringanan ﬁ)laya perizinan . kepada
Usaha Kecil. '



(2) Besaran biaya periéinan untuk Usaha Kecil diatur dalam Peraturan
Daerah. L i '

: |
o . Paragraf4 '

Informasi Izin Usaha ;! . ;

' Hasal|36
Fasilitasi périzinan dalal'n beﬁtuk pemberian  informasi izin usaha
se,bagalmana dlmaksud dalam Pasal 32 huruf ¢, dilaksanakan dengan
penyampalan mforma31 kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh Dinas
mengenai: '
a. persyaratan yang harus diper;uhi oleh pemohon; , - TR
b. tata cara mengajukén permohonan Izin Usa?a; dan

c..besarnya pungutan biaya dan/atau-biaya administrasi.

Pasal 37 |

(1) Dinas wajib memiliki' basis data dengan menggunakan sistem

informasi manajernen yang disajikan secara manual dan/atau
elektromk

(2) Dinas sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1) wajib menyedlakan dan
menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan
persjarétan teknis, megkanisme, penelusuran posisi dokumen pada
setiap téhapan proses, biaya dan waktu perizinan serta tata cara
pengaduan, yang’ dllakukan secara Jelas melalul berbagai media yang

i mudah diakses dén dlketahul oleh Usaha M1kro dan Usaha Kecil.

I
! ' L (]

- " BAB IV
o PEMBINAAN DAN, PENGAWASAN
‘ Pasal 38 ' o
(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Koperasi, Usaha M1kro dan Usaha Kécil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan
(2) Dalam melaksanakan pembmaan dan ' pengawasan .terhadap
Koperasi sebaga;mana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat
melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.. |
(3) Dalam melaksana'tkan pembinaan dan ﬁengawasan terhe;dap Usaha
Mikro dah Usaha Kecil sebagairlnana dimaksud pada ayat (1) Bupati

dapat melibatkan Kamar Dagang dan Industri Daerah.




i

¢ (4) Kewenangan Bupati ‘dalam  melaksanakan pcr‘nbinaan dan
pe'ngawasan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada

. |
Dinas. '

(5) Ketentuan ' lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan daﬂ
p'engawasa.n 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
. diatur dengan Peraturan Bupa}i. |
o ' P 4o
- BAB V
' KETENTUAN PENUTUP

, Pasal 39 !

Peraturan Dae:rah ini tnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahiliny_a, memerintahkan pengundaﬁgan

Peraturan Daérah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
1 .

Kabupaten Bolaarig Mongondow.

I
'
i ! '

. Ditetapkan di Lolak |
. pada tanggal (J ApriL QOISA

BUPATI BOLA;ANG MONGONDOW,

‘ ; ETAHLIS‘(‘E LLANG
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (8/2017) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR ..

I I



PENJELASAN

ATAS I 4 A
| { = 4 i

PERA’I‘URAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
i NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBF_)RDAYAAN KOPERASIII, USAHA MIKRO DAN KECIL

UMUM ' 3 . R
Koperasi, ‘Usaha Mikro dan Usaha Kecil memegang peranan yang
sangat pentlrig dalam pembangunqn ekonomi secara nasignal. Kondisi
yang | sama juga terjadi di Daerah Sehingga dapat d1katakan tinggi
rendahnya tmgkat perekohomlan di Daerah salah satunya tergantung pada
eksistensi Kopera31 Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan
kleg1atan usaha di Daqt'.ah. Oleh sebab itu, pembeﬁdayaan Kopera31, Usaha
Mikro dan Usaha Kecil di. Daerah: merupakan hal mutlak untuk
dilaksanakan sehinlgga ketahanan dan kemandiria;'i ekonomi Daerah dapat

terwujud. - ' , ! . ' I

Pemberdayaan Koperasi, Usaha'lMikrd dan Usaha Kecil memerlukan
pe'ran dari seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, nia'syarakat, maupun
Dunia Usaha. Sehingga :program pembérdayaan yang dilaksanakan dapat

berjalan optimal.

Dalam Peraturan Dae;‘zih ini, _Pembe'rc'iayaan terhadap Koperasi
dibedakan dari Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dan Usaha: Kecil.

Dimana untuk Koperasi, pelaksanaan' pemberdéyaannya dilaksanakan

" melalui fasilitasi 'pendanaan, sarana dan prasérana 1nf0rma31 usaha,

II.

Pasal 1

Kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, | promosi usaha, dan
dukungan kelembagaarn. Sedangkan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
pelaksanaan , ' pemberdayaannya Imelalui. . fasilitasi kelemlbagaan,

pengembangan usaha, Kemitraan dan Perizinan.

PASAL DEMI PASAL N »

]

Cukup jelas.
Pasal 2

'Huruf a o | 5



]
[ ' 1‘1“‘I

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang
'melandasi upaya pemberdayar:m Koperasi, Usaha M.ikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah sebagai bagian dari perekonomian
nasional yang diselenggarakan 'berdasar atas demokrasi
ekopqmi dengan prinsip kebersamaan, eﬁlsiensi ‘berkeadilan,
berkelanjuta;f, berwawasan | lingkungan, kemandirian,
keseimbéngan ,kémajuan, dan kesatuan ekonomi nasional
untuk kesejahteradn seluruh rakyat Indontles'ia.
Huruf b , . g
. Yang dima}ksud dengan “asas demokrasi' ekonc;mi” adalah
, pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Usaha Kecil, dan Usaha
. Menengah diselenggarakan ! sebagai . kesatuan dari
pembangunan perekonomlan nasxonal untuk mewujudkan
kemakmuran rakyat. '

i , ' |
1

Huruf ¢, X .
Yang dimaksud depgan 4asas kebersamaan adalah asas yang
mendorong peran seluruh Koperasi, Usaha Mlkro Usaha Kecﬂ
dan Usaha Menengah dan Duma Usaha secara bersama-sama
dalam kegxatannya untuk mequudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d ' | -
-Yang dima.ksud dengan "asas efisiensi berkeadilan".adalah asas
yang mendasari pelaksanaan pemberdayaanl Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan rnengedepankan
efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim
usaha: yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e ’ ' l
Yang dnnaksud dengan “asas berkelan_]utan adalah asas yang
secara ' terencana mengupayakan berjalannya  proses
p'emban:gunan melalul pemberddyaan Koperasi, 'Usaha Mikro,
Usaha Kecﬂ dlan Usaha Menengah yang dilakukan secara
berkesmambungan' sehirigga terbentuk perekonomian yang
tangguh dan mandlm

Huruf f | :
Yang dlmaksud dengan ' asas berwawasan 11ngkun$an adalah
asas pemberdayaan Koperas1 Usaha Mikro, Usgha Kecil, dan
Usalr}a Mpnengaih yang dilakukan dengan tetap memperhatikan

i i dan mengutamakaln _ p'erlindungéfn dan  pemeliharaan

1ingkungax}; hidup.

R T

Hurufg



ll [
Menengah vang dilakukan dengan tetap menjaga dan

mengedepankan poten'si kemampuan, dan kemandirian
Koperp& Usaha Mxkro Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
Huruf h. , b
; Yang d1rnaksud dengan 'asas keseimbangan kemajuan adalah
asas pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha hecﬂ dan
Usaha Menengah yang berupaya menjaga kese1mbangan
kemajuan ekonomi wilayah dalam kesdtuan ekonomi nasional.
Huruf i ' ' |
Yang d1maksud dengan asas kesatuan ekdnomi nasional"
adalah asas pemberdayaan Usaha M1kro Kecil, dan Menengah
yang merupa_kan bagian darl pembangunan kesatuan ekonomi
nasional. '
Pasal 3
Cukup jelas. . - .
Pasal 4 |
Cukup jelas.
.Pasal 5 S ‘ o oy
Cukup jelas. |
Pasal 6 | | |
Cukup jelas. - ' . ;
Pasal7 . T
Cukup jelas. ,
Pasal 8 C : .
Cukup jelas. . Iy .
"Pasal 9 ' ' ST |
Cukup jelas. )
Pasal 10 .
Cukup jelas.
Pasal 11 o | B2
Cukup jelas. '
Pasal 12 ' | ‘ it
Cukup jelas. '
Pasal 13 o : '
éukup jelas. ) l '
Pasal 14 , ' |
.Cukup Jeias .
Pasal 15 .,l'
' Cukup jelas. :

-—




Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Lo Cuku_p jelas.
, Pasal 18
‘ Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
. Cukup jelaé.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24 '
Cukup jelas.
Pasal 25 "
Cukup jélas.
~ Pasal 26 .
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cuk‘up jelas.
Pasal 29 '
~ Cukup jelés.
Pasal 30
‘Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jélas.
Pasal 32 .
T Cukup jelas.
Pasal 33 '
Cukup jelas.
Pasal 34
| Cuf;:up jelas.
Pasal 35



